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PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR LY TAHDUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RABMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3)
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja, perlu menetapkan Peraturan Walilcota tentang Penjaharan
Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pelisi Pamong Praja.

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomaor 9 Tahun 1856 tentang Pembentukan
Daeral Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah {Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 20j);

2. Undang-Undeng Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian {Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor b3,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890];

3. Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437],
sebagaimana telah diubah beherapa lali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran
Negara Tanun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomaoar 2234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat Il
Padang {Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3164};

6. Peraturan Pemerinteh Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Penganglkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaumana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009 (Lembaran Megara Tahun 2009 Nomor 164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerash (Lembaran Negara Tahun
3005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomeor 4578);



& Peraturan Pemernntah Nomor 38 Tehon 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemenntahan Duaerah Propins:, dan Pemenntahaso Daerabs
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nemor 4737);

¢, Perattran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah [Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor B9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerinteh Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
9, Tambahan Lembaran Negara Nomaor 5094);

11. Peraturan Menten [Dalam Negenn Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010,

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan DPolisi
Pamong Praja (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 590];

13. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Menteri Dalam Neger Nomar
01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun
2003 Tentang Pedoman QOrganisasi Perangkat Dacrah Dan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil;

14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008
tentang Urusan Pemenntahan Kola Padang (Lembaran

Daerah Tahun 2008 Nomeor 09];

15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2012

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja {Lembaran Daerah Kota Padang Tahun

2012 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS
cncta ' POROK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB 1
KETENTUAN UTMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimalcsud dengan :
1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Walikota adalah Wahkota Padang;
3. BSatuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang;
4

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Padang;

5. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Satuan Polisi
Pamong Praja;
6. Kepala Selesi udalah Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praje;



BAB 11
SUSUNAN ORGANISAS]
Pasal 2

Susunan Organisasi Satuan Pelisi Pamong Praja, terdin dari :

a. Kkepala Satuan;
b. Sub Bapian Tata Usaha;
c. Scksi-seksi, terdirt dar :

1. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daeralz;

ZE S I

. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentramanan Masyarakat;
. Beksi Pengembangan Kapasilas;
Selksi Barana dan Prasaranag;

. Selest Periindungan Masvaraigat.

BAB 11
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatn
Kepala Satuan
Pasal 3

(1] Kepala Saluan IMEmpLNyal tugas IMCIKNPIL, merencanakan,
mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta
mengevaluas] pelaksanaan, pemeliharaan dan penyelengpgaraan ketentraman
dan ketertiban umum serta penepakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Walikota.

(2] Penjabaran tugas Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pade ayat (1) adalah :

.

bl-
ct

merumuskan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban
umum, penegakan Peratiiran Daerah dan Peraturan Wahhola;

menyusun réncana dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
melaksanakan koordinast dalarn pemeliharaan dan penyelenpgaraan
ketentraman dan ketertiban umum, pencgakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Walikota dengan Aparat Kepolisian Negara, FPNS dan atau
Aparat lainnya .

melaksanakan operasi dilapangan dalam rangka pencegahan dan
penindakan terhadap pelanggaraan Peraturan Daeralr dan Peraturan
Walikota;

melaksanakan proses administrasi penyidikan, pemeriksaan, pengusutan
dan pengajuan tuntitan terhadep pelanpgeran Peraturan Daerah dan
Peraturan Walikota,;

melakukan tindakan represil non yustisial terhadap warga masyarakat
atau badan hukum yang melaictkan pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraturan Walikota;

melakukan penghentian dan atau penyegelan dengan menggunakan gars
pemnbatas Polisi Pamong Praja terhadap kegiatan yang melangpar
Peraturan Daerah dan Peraturan Waliketa;

melaksanakan pemberdayaan PPNS dan pengembangan Sumber Daya
Manusia;

melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan terhadap
masyarakat dalam rangka penegekan Peraturan Daerah dan Peraturan
Wahkota;

melakukan pembinaan, permantauan, pengawasan dan pengendalian serta
monitoring, evaluasi dan pclaporan pelaksanaan fugss Saluan Pelist
Pamong Praja;

PENgZuUNAa angEarar;

pengguna barang; dan



m. melsksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 4

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Baman yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertangpung jawab kepada
Kepala Saluan.

(2] Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, mengkeordinasikan,
mcmbina, mengawasi den mengendahkan serta mengevaluasi di bidang umum,
kepegawaian, dan keuangan.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
agdalah :

z. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tckms di bidang umum dan
kepegawalan,

b. menyviapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang
umum dan kepegawaian;

c. menyiapkan bahan pelaksanzan wurusan surat menyurat, ekspedisi,
kearsipan, kepustakaan dan perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan
rlan hurmas;

d. menyiapkan bahan urusan rumah tangga, peraiatan dan perlengkapan;

e. menylapkan bahan pelaksanaan pengadaan, iventarisast, pemclhharaan
sarana dan prasarana kantor serta barang inventaris;

f, menyiapkan bzhan pelaksanaan pengelolaan administtasi kepegawaan
melipuli pengajuan pengusulan pegawal, mutasi, kenaikan pangkat,
kenailcan gaii berkala, kartu pegawai dan penenmaan penghargaan,

g. menyiapkan bahan petaksanaan penyajian data, pelaporan dan informasi di
bidang umum dan kepegawaian,

h. menyiapkan bahan pembinaan, pemantanan, pengawasan — dan
pengendabian di bidang umum dan kepegawaian,

i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan & bidang umum
dan kepegawaian;

j. menyiapken bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;

k. menyiapkan bahan penyusunan rcncana dan program kerja di bidang
keuangan;

. menyviapkan bahan penpkeodinasian pelaksanaan tugas di bidang
keuangan,

m. menyiapkan bahan usulan kegiatan belanja administrasi umum, belanja
opersional, pemeliharaan belania modal;

n. menyiapkan behan penyusunan rencana anggaran satuan polis: pamong
praja dan perubahannya;

0. menviapkan bahan pengagjuan surat permintaan pembayaran belana
administrasi umur, belanja operasional, pemeliharaan belanja modal;

p. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggunguwaban belanja
administrasi umum, belanja operasional, dan pemeliharaan belanja model
yang meliputi : transaksi jurnal, buku besar, surplus deficit, arus nota
perhitungan bulanan;

q. menyiapkan bahan menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan dan
helanja tahunan;

r. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan
pengendalian di idanyg kenangan,

s. menyiapkan bahan pembinasn monitoring, evaluasi dan pelaporan di
bidang keuatgan,

t. menynsun program dan rencana kegiatan sub bagian tata usaha;

u. mempersiapkan data bahan penyusunan petunjuk teknis perencanaan dan
kegiatan saluan polisi pamong praja;

v. penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
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(1)

(2)

(3)
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w. menyusun bahan evaluas dan pelaporan keglatan;
¥. melaksanakan tugas kedinassn lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Penegakan Peraturan Perundanpg-undangan Dacrah
Pasal 5

Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Dacrah dipimpin oieh
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Saluan.

Selksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyal bugas
membanti Kepala Satuan menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
leknis penyidikan, menyiapkan bahan fasililasi, pemberdayaan milra keija
bidang penegalkean peraturan perundang-undangan daerah.

Penjabaran tigas Seksi Penegakan Peraturan Perundeng-undangan Daerah

sebagaimana diunaksud pada ayat (2) adalah :

4. melaksanakan penepakan atas  pelanggaran  peiaksanaan peraturan
pcrundang-undanpgan dacrah vang berbentuk tindakan pembinaan (represif
non-yustsi |;

b. melakaasnakan pemberdavaan mitra kera di bidang penegakan perundiang-
undangan daerah;

c. melaksanakan penyiapan bahan laporan kejadian pelangegaran perundang-
undangan daerah;

d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama denpgan instansi terkait terhadap
ditemukannya dan atau patat adanya pelanggaran perundang-undangan
darah serta tindak pidana;

e. melaksanakan pemeriksaagn khusus  sebagai  bagian  darl  tindakan
kepolisian dalam pencegahan serta melalukan tindakan pertama ditempat
kejadian atas pelanpgaran perundang-undangan dacrah;

f. melakukan pencairan keterangan dan barang bukb dalam penegakan
perundang-undangan daerah;

g. melaksanaken pengamatan dan pengawasan  lerhadap pelaksanaan
perundang-undangan daerah;

h. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya,;

i. menpginventarisasi pelanggaran perundang-undangan daerah;

j.  melaksanakan penerimaan laporan dan atau pengaduan atas pelanggaran
perundang-undangan daerah;

k, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerasama dengan

kepohisian dan lembaga/instansi terkait dalam penanganan/pelaksanaan
penyidikan atas pelanggaran perundang-undangan daerah;

l. melaksanakan pelaksanaan bahan fasilitasi menyusun berkas penyidikan
atas pelanggaran perundang-undanpgan daerah;

m, melaksanakan penyiapan banan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil
pemyidikan alas pelanpgaran perundang-undangan daerah;

n. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan  menyusun  laporan
pclaksanaan program scksi penyidikan;

o. meleksanakan pemeriksasn dan tindakan pertama di tempat kejadian yang
berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum;

p. melaksznakan pembuatan laporan tagas dan fungsinya; dan

q. meclaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Ketertiban Umum dan Ketentramanan Masyarakmt
Fasal &

Seksi Ketertiban Umum dan Ketentramanan Masyarakat dipimpin olen seorang
Kepala Seksi yang dalamm melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kcpala Satuan.



(2)

(3)

(2)

(3)

Sekst Ketertiban Umum dan Kelentramanan Masyarakal mempunya tupas
membanitu Kepala Satuan melaksenakan pembinaan ketertdban umum dan
ketentraman masvarakat, melaksanakan operasional penertiban, memimpin
personil dalam operasional lapangan dan pelaksanaan pengamanan nbjek vital
milik pemerintah daerah serta pengamanan rumah dinas/jabatan di
lmgkungan pemenniah kola Padang serla melakukan kerjasama  dengan
instangi terkait lainnya.

Penjabaran tugas Schka Ketertiban Umum dan Ketentramanan Masyarakart

sebagaimana dimaksud pada ayat [2} adalah :

a. melaksanakan patroh rutm dan pairall khusus;

b. melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan masa,

c. melaksanakan operasi penertiban gelandangan, pengermis dan wanita tuna
susila:

d. melaksanalkan penertiban beroperasinya tempat-tempat usaha yang
menimbulkan gangpuan lingkungarn;

e. melaksanakan penertiban tempat usaha, pengambilan bahan galian ¢, izin
rumah makan, cafe dan music room, hotel-hotel dan penginapan kelas
melati, tempat-tempat hiburan umum, pedagang kaki lime yang
menggangea k-3,

f. melakukan penpgawasan terhadap pemanfaatan lasihilas umum,

g. melakukan pengamanan rumah dinas;

h. melakukan koordinasi dengan Koordinator Pengawasan (Korwas) PPNS dan
Kepolisian!

1. melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negert,

j. menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negen;

k. melaksanakan kerjasama dengan TNI-Polri untuk melakukan pencrtiban;

1. menghimpun dan mengolah bahan laperan atau pengaduan dari

masyarakat maupun dari Instansi terkadt;

m. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan , kebijakan
telmis serta baban-bahan lainnya yang berhubunpan dengan ketentraman
dan ketertdban;

n. melakukan pengumpulan informasi langsung dari lapangan sebelum dan
sesudah pelaksanaan operasional penertiban;

0. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawalan terhadap pejabat
Negara atan dacrah yang melakukan kegialan dan membutuhkan
pengawalan, _

p. melaksanakan ifupss kedinasan lam yang diberikan oleh atasan sesual
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Pengembangan Kapasitas

Pasal 7

Seksi Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bzwuh dan bertanggung jawab kepada
Kepala Satuan,

Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas membaniu Kepala Satuan
melaksanakan operasional pengembangan sumber daya aparatur berdasarkan
ketentuan dan proscdur yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan tugas
Satpol PP untuk menghasilkan sumber daya aparatur yang profesional dan
handal.

Penjabaran lugas Seksi Pengembangan Kapasitas scbagaimana dimaksud pada

ayet (2) adalah :

a. menviapkan bahan perumusan kebijakan tekmis di scksi pengembangan
Kapagitas:

b. menyiapkan bahan penyusunan rencans danr program kerja di
pengembangan kapasitas,



(1)

(2)

(3)

c. menviapkan baban pengkoordinasian  pelaksanaan tugas 4i  seksi
pengembangean kapasitas;

d. menviapkan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan
dan keterampidan sumber daya aparalur;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur
meclalui pendidikan dan pelatihan meliputi pelatihan baris berbaris, search
and rescue, bela diri, pengawalan, kesamaptaan dan pengamanan;

f. melaksanakan bimbingan teknis kemampuan dan keterampilan anggota
Satuan Pelist Famong Praja;

g, menyiapkan bhahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan
pengendalian di scksi pengembangan kapasitas:

h. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan
dan keterampilan teknis [ungsional aparatur,

i, menyigpkan behan pelaksanaan pengembanpgan sumber daya aparatur
melalui pendidikan dan pelatihan tcknis fangsional meliputi pendidikan
PPNS, pengarsipan, pranata komputer dan lain-lain;

j-  melaksanakan bimbingan teknis fungsional kemampuan dan keterampilan
anggota Satuan Polisit Pamong Praja;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh alasan sesual
dengan tugas dan fungsinva.

Bagian Keenamn
Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal B

Selesi Sarana dan Prasarana dipimpin olch seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kcpada
Kepala Satuan.

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membanfu Kepala Satuan
merencanakan dan melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana
opcrasional dan kelengkiapan pengamanan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlalu untuk mendukning operasi di lapangan.

Penjabaran tugas Scksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) adalah :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana berdasarkan
langkah-langkah operasional dan sumber data yang ada untuk digunakan
scbagal pcdoman pelaksanaan kegiatan;

b, membagi tugas dan mcmberiken petunjuk kerja kepada bawahan dengan
memberi arahan balk secara lisan maupun tertulis sesual dengsn
permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan
efeldivitas pelaksanaan tupas,

c. menyusun dan atan mengoreksi konsep kebutuhan pemenuhan sarana dan
prasarana operasional dan kelengkapan pengamanan sesual ketentuan
yang berlaku sehingga terpenuhinya kebutuhan yang diperlukarn;

d. menyusun dan atau mengoreksi pedoman dan petunjuk telnis penggunaan
dan pemmanfaalan sarana dan prasarana pengamanan sesuai ketentuan dan
proscdur vang berleku agur tidak tejadi penyalahgunaan;

¢. mengatur dan menyiapkan kendaraan operasional penigamanan baik roda
empat maupun roda dua, alat komunikasi dalam berbagal jenis serta
kclengkapan pengamanan lainnys uniuk menunjang  kelancaran
operasional jJapangan;



(1)

(]

(3}

f. melaksanakan pembinaan terhadap bawahan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan agar teroptanya PNS yang handal dan
profesional;

g. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau
lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka mendapatkan
masukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. melaksanaksn tupgas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan sesua
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Secksi Perlindunpgan Masyarakat
Pasal 9

Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugastya berada di bawah dan bertangpung iawab kepada

Kepala Satuan.

Seksi Perhindungan Masyarakat mempunvai tugas membaniu Kepala Satuan
melaksanaikkan  pembinaan  perlindungan  masyarakat, melaksanakan
operasional pengembangan perlmdungan masyarakal dan  pengembanpan
potensi masyarakat serta melallukan koordinasi dengan dinas/instansi terkaif
lainnya berdasarkan ketentizan yang berlaku.

Penjabaran tugas Seksi Perlindungan Masyvarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) adalah :

a. menyiapkan pedoman mengenai pensnganan maselah  akiual  yang
mencanpgkup aspek-aspek  politik, ckonomi, sosial budaya dan
pemberdayaan aparatur;

b. melzksunakan koordinasi dengan instansi  terkait dalam  rangka
penanpganan masalah alctual;

¢. merumuskan hasil pengkajian penanganan masalah aktual daerah dan
tindak lanjut kebijakan penanganan pemberdayaannya,

d. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan analisa
serta pelaksanaan  kerjasama penanganan  kontiensi kKetentraman
masyarakat:

e. menyiapkan bahan perumusan Xkebijakan fasilitasi, sistemasi dala dan
informasi vang berkaitan dengan kesiagaan, penanggulangan bencana dan
pengembangan sumberdaya perlindungan rmasyarakat,

f. memiasilitasi dan mengkooerdinasikan kegiatan-kegiatan penanggulangan
bencana;

g. mengumpulkan dan menginventarisir data vang berkaiten dengan segala
macam bentuk penyakit masyarakat, termasuk penyalahgunaan dan
peredaran narkoba;

h. menyiapken pedoman pelaksanaan berbapai macam bentuk penyakit
masyarakat;

i. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengun insiansi, unt
kerja terkait dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam  rangka
pelaksanaan kegiatan Penanganan Penyalkdt Masyaralkat;

j.  melaksanakan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minumarn
keras, narkeoha, prakitek proslitusi, perjudian, aksi premanisme, tindak
penyeludupan pecredaran uang palsu, ekspluitasi anak bawah umur;

k. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan penanganan penyakit
masyaraiat;

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesum
dengan Lugas dan fungsinya.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal Z22&€ Dertmber 2oz

Diundangkan di Padan
pada tanggal 38 Degmber Bond
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